KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI

NOMOR 29 TAHUN 2026
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI
NOMOR 4 TAHUN 2026 TENTANG SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN
GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI

Menimbang

TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI,

a.

bahwa sehubungan dengan adanya perubahan komposisi
pegawai untuk mendukung kelancaran dalam
pelaksanaan program Pencegahan dan Pemberantasan
Korupsi, sebagai upaya untuk mendorong terwujudnya
tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, perlu
menetapkan perubahan Satuan Tugas Unit Pengendalian
Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Jambi;

bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi
Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 109/PK.01-
BA/15/2026 tanggal 26 Oktober 2026;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi tentang
Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Jambi Nomor 4 Tahun 2026 tentang Satuan
Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun 2026.
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Mengingat

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6547);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6863);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4890);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
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Menetapkan

Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima
atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 377);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun
2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan
Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1236) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi,
Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal
Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 826);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023
tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum  Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 172);

MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN
GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI TAHUN 2026.

idih.kpu.go.id/jambi




KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Menetapkan Perubahan Satuan Tugas Unit Pengendalian
Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi
Jambi.

Perubahan Susunan Satuan Tugas Unit Pengendalian
Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi
Jambi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Ketentuan lain dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Jambi Nomor 4 Tahun 2026 yang tidak diubah

berdasarkan Keputusan ini tetap berlaku.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 30 Oktober 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI,

ttd.

IRON SAHRONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

idih.kpu.go.id/jambi




LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI

NOMOR 29 TAHUN 2026

TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG SATUAN TUGAS UNIT
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI JAMBI TAHUN 2026

SATUAN TUGAS (SATGAS) UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI

KEDUDUKAN DALAM

NAMA JABATAN SATGAS UPG
. Ketua KPU

Iron Sahroni Provinsi Jambi Pengarah
) Anggota KPU

Edison Provinsi Jambi Pengarah
) Anggota KPU

Fahrul Rozi Provinsi Jambi Pengarah
) Anggota KPU

Suparmin Provinsi Jambi Pengarah
Anggota KPU

Yatno Provinsi Jambi Pengarah

_ _ ) Sekretaris KPU
H. Khoirul Bahri Lubis Ketua

Provinsi Jambi

Kepala Bagian Teknis
Deddy Herawan Penyelenggaraan Pemilu Sekretaris
dan Hukum

Kepala Bagian
Dian Asmara Keuangan, Umum dan Anggota
Logistik

Kepala Bagian
Dian Marianni Partisipasi, hubungan Anggota
Masyarakat dan SDM

Kepala Bagian
Abdul Aziz Perencanaan, Data & Anggota
Informasi
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11 | Pardiyawati

Kepala SubBagian
Umum dan Logistik

Anggota

12 | Ratna Juwita

Kepala Subbagian
Perencanaan

Anggota

13 | Suwage Yulianto

Kepala Subbagian Data
dan Informasi

Anggota

14 | Agung Nugroho

Kepala Subbagian
Teknis Penyelenggaraan
Pemilu

Anggota

15 | M.Ikhsan

Kepala Subbagian
SDM

Anggota

16 | Ryen Arisandi

Kepala Subbagian
Hukum

Anggota

17 | Yuni Susilawati

Kepala Subbagian
Partisipasi dan
Hubungan Masyarakat

Anggota

18 | Adi Susanto

Kepala Subbagian
Keuangan

Anggota

19 | Okhmansyah

Analis Hukum Ahli
Pertama

Anggota

20 | Puput Sugiarti Sy

Penyusun Materi
Hukum dan Perundang-
undangan

Anggota

21 | Rini Septiani

Penata kelola Pemilihan
Umum Ahli Pertama

Anggota

22 | Alcika Ferdin

Penyusun Materi
Hukum dan Perundang-
undangan

Anggota

23 | Fariz Monteza

Penyusun Materi
Hukum dan Perundang-
undangan

Anggota

24 | Riski Pratama

Penata kelola Pemilihan
Umum Ahli Pertama

Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya OB EARO

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI JAMBI
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